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IKHTISAR EKSEKUTIF
Berakhirnya masa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah menyelesaikan implementasi dari satu bagian dari Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Daerah (Renjata Daerah) 2017. Implementasi Renstra 2013-2018 Renja TH 2017 telah memberikan arah dan fokus bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tujuannya yaitu meningkatkan penyelenggaraan layanan dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang utuh.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berupaya menyusun Laporan Kinerja ini sebagai langkah terpadu dan sistematis untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka memenuhi fungsi Laporan Kinerja tersebut di atas.

Harapan kami laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan pada masa yang akan datang.

Demikian kiranya Laporan Kinerja ini kami susun dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasuruan,    Februari 2018
SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN PASURUAN

Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660214 198602 1 003
BAB I
PENDAHULUAN
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu system yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; Penetapan Pengukuran Kinerja; Pengumpulan Data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan tahapan terakhir dalam Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP). Selain berperan sebagai instrument pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku stakeholder  utamanya di wilayah Kabupaten Pasuruan. LKjIP juga merupakan sarana untuk memperbaiki organisasi periode berikutnya kearah yang lebih efektif dan efisien.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan Rencana Kerja.

Secara umum, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bermanfaat untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi Pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi Pemerintah, dan;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 memiliki peran strategis, dimana laporan ini tidak hanya digunakan untuk memperbaiki kinerja tahun berikutnya, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada setiap tahun anggaran. Hal ini menuntut adanya aktifitas pengelolaan data kinerja secara terus menerus selama periode kegiatan berlangsung.Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indicator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.
Untuk menjamin dan mempertahankan kelangsungan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah, keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program.Sedangkan dalam jangka pendek, strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adapun dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tetap eksis dan unggul dalam persaingan antar Kabupaten/Kota di era Otonomi Daerah.
A. Latar Belakang
Dalam upaya menyikapi perubahan pola hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara dari kepemimpinan pusat kepada kepemimpinan otonom, dari masa kebebasan yang bertanggungjawab kepada kebebasan yang demokrasi, Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan aparatur yang baik kepada masyarakat. Pelayanan aparatur ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pendelegasian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, karena pada masa demokrasi seperti sekarang ini, masyarakat menuntut kualitas dan bukan kuantitas saja.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk bekerja kerjas membangun daerahnya masing-masing. Dalam penentuan prioritas pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat perlu sinergi dan berkesinambungan dari masing-masing instansi terkait di lingkungan pemerintah, sehingga akan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten/Kota yang berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Untuk itu sesuai dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 keberadaan Badan/DINAS/Kantor/Bagian Daerah merupakan unsure pelaksana pemerintah daerah yang sangat di perlukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di segala bidang.
Dengan masih adanya praktek-praktek yang kurang sehat dalam penyelenggaraan pemerintah seperti korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan dan buruknya persepsi masyarakat mengenai kinerja birokrasi pemerintah. Kenyataan ini memicu negative behaviour public yang terekam melalui aktivitas penurunan tingkat disiplin masyarakat atas pelaksanaan regulasi, peningkatan kriminalitas, dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat.

Salah satu cara agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan keperintahan yang baik (Good Governance) adalah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaat bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan terlaksananya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) khususnya di Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 dan pada umumnya pada seluruh instansi Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat, Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat ditingkatkan. Pencapaian Kinerja dapat dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban Kinerja ini mendukung dicapainya Pemerintah yang Akuntabel. Kemudian yang ada dapat dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah Propinsi, Pusat maupun Kabupaten/Kota guna sebagai perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.
B. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan Rencana Strategi dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP juga merupakan gambaran evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan perencanaan strategi dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun anggaran 2017.
C. Gambaran Umum OPD
Bagan Organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Pasuruan
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D. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DRPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

6. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Strategi Daerah (Restrada) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarakan pada pemahaman tersebut, maka suatu instansi pemerintah/badan dan lembaga negara pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup Akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sebagai salah satu pilar Good Govermance, akuntabilitas menempati posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat, sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik. logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “KINERJA” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas semua pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Political Will jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola data kinerja adalah gambaran yang tajam mengenai keinginan Pemerintah Kabupaten mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) melalui budaya berakuntabilitas dengan penilaian, analisa dan evaluasi atas setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun disetiap bidang penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenanganya.
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2017
Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja dan capaian kinerja.Dari hasil tersebut kemudian dilakukan evaluasi kerja dengan menghitung nilai rata-rata capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu.Bagi stakeholder hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum daerah.Sedangkan bagi Sekretaris DPRD, media ini adalah alat yang paling efektif dan cepat untuk menginformasikan setiap perubahan pelaksanaan maupun yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.Dengan tersedianya informasi yang cepat, bisa dipastikan bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan sehingga menjamin bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

Sebagai suatu organisasi Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan harus menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Sekretaris DPRD untuk menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangannya untuk menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran atas target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat Kinerja outcome (hasil). Pada saat yang bersamaan Pemerintah Kabupaten mewajibkan satuan kinerja dibawah kendalinya untuk mendukung pencapaian sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output dan octome sesuai dengan karakteristik dengan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Input yang digunakan adalah dana yang digunakan dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti orang,bulan, buku, paket, prosentase. Seperti pada indikator output kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian, terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja outcome maupun output, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan melaksanakan fungsinya. Dan pada Tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mempunyai 4 (Empat) Program dan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.

Untuk menyimpulkan pencapaian kinerja digunakan skala ordinal sesuai dengan Permen PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencampaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2013 – 2018, RKT Tahun 2017, RKPD Tahun 2017, Dan PK Tahun 2017.  sebagaimana pada Tabel 1 berikut :
Tabel 1

Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan

	No
	Kategori
	Rata-Rata Capaian

	1.
	Sangat baik
	> 90

	2.
	Baik 
	75,00 – 89,99

	3.
	Cukup 
	65,00 74,99

	4.
	Kurang 
	50,00 – 64,99

	5.
	Sangat kurang
	0 – 49,99


Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan berhasil dan tidaknya pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan Reward And Punishman atau penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tetapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah solutif dan strategis guna peningkatan kinerja organisasi.
A.1 Capaian Kinerja Sasaran 
Untuk sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Prosentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dalam menunjang mobilitas anggota DPRD
Tabel 2

Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 
Sekretariat DPRD Kab. Pasuruan
	No
	Sasaran
	Indikator Kinerja Sasaran
	Target
	Formulasi pengukuran

	1
2

3

4

5

6


	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD

Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Anggota DPRD
Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan terhadap DPRD dalam menciptakan kemitraan strategis antara Legislatif dan Eksekutif

Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif
	Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dalam menunjang mobilitas anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi yang diberikan dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi Tupoksi Anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat

Prosentase kepuasan Anggota terhadap layanan dalam mewujudkan kemitraan strategis
Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif


	100 %

100 %
100 %

100 %

100 %

100 %
	Jumlah yang merasa puas

___________________ x 100 %

Jumlah anggota yg dilayani

Jumlah yang merasa puas

___________________ x 100 %

Jumlah anggota yg dilayani

Jumlah yang merasa puas

___________________ x 100 %

Jumlah anggota yg dilayani

Jumlah yang merasa puas

___________________ x 100 %

Jumlah anggota yg dilayani

Jumlah yang merasa puas

___________________ x 100 %

Jumlah anggota yg dilayani

Jumlah yang merasa puas

___________________ x 100 %

Jumlah anggota yg dilayani




Tabel 3
	PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Persentase Pencapaian Target (%)
	Ket

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD

Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD
Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Anggota DPRD
Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan terhadap DPRD dalam menciptakan kemitraan strategis antara Legislatif dan Eksekutif

Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif
	
	Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dalam menunjang mobilitas anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi yang diberikan dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi Tupoksi Anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat

Prosentase kepuasan Anggota terhadap layanan dalam mewujudkan kemitraan strategis

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif


	100%
100%

100%

100%

100%

100%
	100%
100%

100%

100%

100%

100%
	100%
100%

100%

100%

100%

100%
	 


Dalam laporan ini Sekretariat DPRD Kab. Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target kegiatan dari indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2013 – 2018 maupun RENJA Tahun 2017.
Tabel 4

PERBANDINGAN PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Persentase pencapaian
	Ket

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016
	

	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka menfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pasuruan
	Prosentase Kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pasuruan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan
	65 %
	70 %
	68 %
	72 %
	105 %
	102%
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Karena sasaran kinerja telah direview, maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 ada perbedaan dengan capaian kinerja sasaran pada tahun sebelumnya
PERBANDINGAN PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Persentase pencapaian
	Ket

	
	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	

	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD

Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD

Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Anggota DPRD
Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan terhadap DPRD dalam menciptakan kemitraan strategis antara Legislatif dan Eksekutif

Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif
	Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dalam menunjang mobilitas anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi yang diberikan dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi Tupoksi Anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat

Prosentase kepuasan Anggota terhadap layanan dalam mewujudkan kemitraan strategis

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif
	
	100%
100%
100%
100%
100%
100%

	
	100%
100%
100%
100%
100%
100%

	
	100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Tabel  4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target 
2018
	Realisasi
	Tingkat Kemajuan

	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD

Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD
Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Anggota DPRD
Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan terhadap DPRD dalam menciptakan kemitraan strategis antara Legislatif dan Eksekutif

Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif
	Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dalam menunjang mobilitas anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi yang diberikan dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi Tupoksi Anggota DPRD
Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat

Prosentase kepuasan Anggota terhadap layanan dalam mewujudkan kemitraan strategis

Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif
	100%
100%
100%
100%
100%
100%

	100%
100%
100%
100%
100%
100%

	100%
100%
100%
100%
100%
100%


A.2 Capaian Realisasi Anggaran
Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dengan total nilai Rp. 61.577.267.343,00 (Enam puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Terdiri dari: 
Belanja tidak langsung 

DPRD 

Rp. 19.130.437.650,00
Sekretariat

Rp.   2.541.455.800,00
Belanja langsung
Rp. 59.035.811.543,00
Dengan serapan dana APBD sebesar Rp.53.488.010.623,00 (Lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta sepuluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) atau mencapai 86,86 % 

Tabel 5

Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2017  
	No
	Program Kegiatan
	Pagu Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	Tingkat Capaian (%)

	I
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
	2.472.727.100
	2.327.176.029
	94,11

	1
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Telepon
	372.000.000
	301.545.742
	81,06

	2
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	127.900.000
	122.085.860
	95,45

	3
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	362.780.000
	334.740.000
	92,27

	4
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	289.800.000
	224.400.000
	97,65

	5
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	197.499.600
	197.499.600
	100

	6
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	211.807.500
	209.010.000
	98,68

	7
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	625.000.000
	621.764.500
	99,48

	8
	Penyediaan Jasa Perkantoran
	345.940.000
	322.298.000
	93,17

	II
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
	9.783.742.250
	8.619.238.474
	88,10

	1
	Pembangunan gedung kantor 
	1.088.000.000
	847.350.000
	77,88

	2
	Pengadaan Peralatan kantor gedung kantor
	5.098.242.250
	4.565.848.460
	89,58

	3
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
	2.128.000.000
	1.920.173.029
	90,23

	4
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
	1.250.500.000
	1.086.793.985
	86,91

	5
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
	219.000.000
	198.075.000
	90,45

	III
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
	185.000.000
	160.000.000
	86,49

	1
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	185.000.000
	160.000.000
	86,49

	IV
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	46.594.342.193
	39.957.400.628
	85,49

	1
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
	830.200.000
	773.410.000
	85,76

	2
	Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 
	1.260.000.000
	894.580.000
	71,00

	3
	Rapat-Rapat Paripurna
	1.994.350.050
	1.950.250.300
	97,79

	4
	Kegiatan Reses
	3.800.000.000
	3.679.200.000
	96,82

	5
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
	34.727.192.143
	31.075.035.928
	89,48

	6
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
	3.582.600.000
	1.381.424.400
	38,56

	7
	Pelantikan Antar Waktu DPRD Kabupaten Pasuruan
	190.000.000
	0
	0

	8
	General Check Up DPRD Kabupaten Pasuruan
	80.000.000
	80.000.000
	100

	9
	LKPJ Bupati
	130.000.000
	123.500.000
	95.00


Tabel 6
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

	No.
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	ANGGARAN (Rp)
	REALISASI ANGGARAN (Rp)
	 % ANGGARAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD
	Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dalam menunjang mobilitas anggota DPRD

	1.342.940.000
	1245.608.242
	92,76

	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD
	Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi yang diberikan dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD
	42.109.792.143
	36.135.660.328
	85,82

	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Anggota DPRD

	Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi Tupoksi Anggota DPRD
	2.255.287.100
	2.187.622.100
	97,00

	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat

	Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat
	9.783.742.250
	8.618.240.537
	88,09

	
	Meningkatnya kualitas layanan terhadap DPRD dalam menciptakan kemitraan strategis antara Legislatif dan Eksekutif

	Prosentase kepuasan Anggota terhadap layanan dalam mewujudkan kemitraan strategis


	830.200.000
	773.410.000
	93,16

	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif

	Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif


	2.714.350.050
	2.108.782.800
	77,69


Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi antara prosentase capaian kinerja dan prosentase penyerapan anggaran, maka dapat kita hitung formulasi sebagai berikut
Tabel 7
Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2017
	No.
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	% CAPAIAN KINERJA
	% PENYERAPAN ANGGARAN
	TINGKAT EFISENSI

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD


	Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dalam menunjang mobilitas anggota DPRD


	100 %
	92,76
	7,24

	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD


	Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi yang diberikan dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas Setwan dan Anggota DPRD

	100 %
	85,82
	14,18

	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Anggota DPRD

	Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi Tupoksi Anggota DPRD
	100 %
	97,00
	3,00

	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat
	Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi DPRD dalam penguatan partisipasi masyarakat

	100 %
	88,09
	11,91

	
	Meningkatnya kualitas layanan terhadap DPRD dalam menciptakan kemitraan strategis antara Legislatif dan Eksekutif

	Prosentase kepuasan Anggota terhadap layanan dalam mewujudkan kemitraan strategis
	100 %
	93,16
	6,84

	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif
	Prosentase kepuasan Anggota terhadap fasilitasi dalam pengembangan budaya dan perilaku saling menghormati dan kerja sama sebagai mitra yang sejajar antara DPRD dengan Eksekutif


	100 %
	77,69
	22,31


B. Evaluasi Kinerja

Untuk dapat melakukan evaluasi kinerja terlebih dahulu dilakukan pengukuran kinerja.Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akandatang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategis pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

1. kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

2. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

3. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

4. kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau denganstandar internasional
Selama tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis.Hal ini nyata dapat ditunjukkan melalui pencapaian sasaran strategis yang berada dalam ruang lingkup sesuai dengan tugas pokoknya.
C. Analisa Perbandingan

Adapun dari hasil pencapaian kinerja sasaran realisasinya melebihi target, dari yang di targetkan untuk tahun 2015 targetnya 65%, realisasinya 68%, prosentase capaian 105%. Sedangkan untuk tahun 2016 targetnya 70%, realisasinya 72%, prosentase capaian 102%, sedangkan untuk tahun 2017 targetnya 100%, realisasi 100%, prosentase capaian 100%. Kalau dilihat dari realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2015 dibandingkan tahun 2016 dan 2017, sedangkan kalau dilihat dari prosentase capaian mengalami penurunan dari tahun 2015 dibandingkan dengan 2016 dan 2017. Itu dikarenakan perbedaan target dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari prosentase capaian kinerja tahun 2017 tersebut, disamping itu sasaran kinerja telah di review, maka tim penyusun LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan evaluasi antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

Lebih jauh lagi dipandang dari perspektif Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan, maka hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan selama tahun 2017 akan menjadi sangat berarti dalam memberikan konstribusi bagi pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.

Meskipun demikian, hasil pencapaian tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dapat digunakan sebagai masukan-masukan dalam proses pengambilan keputusan guna menigkatkan kinerja dimasa-masa mendatang, khususnya terhadap target-target yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan yang diaktualisasikan dalam program dan kegiatan tahun 2017. Oleh sebab itu dalam LAKIP 2017 ini perlu diberikan analisis-analisis tambahan yang pada dasarnya bertujuan memberikan informasi kepada pengambil keputusan bagaimana korelasi antara capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahun 2017, sehingga dapat memperbaiki capaian kinerja pada periode berikutnya.

Informasi awal tidak serta merta bisa menciptakan keptusan yang strategis. Masih diperlukan beberapa tahapan analisa dan evaluasi kinerja guna mengidentifikasi factor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sehingga manajemen dapat menyimpulkan tentang adanya masalah kinerja guna mendukung pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi dana pendistribusian kegiatan dan regulasi.
D. Inovasi

1. Inovasi yang telah dilakukan 2017
a. Nama inovasi

Peningkatan tertib administrasi laporan perjalanan dinas berbasis data digital di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

b. Penjelasan
Bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi keuangan, yang dalam hal ini terkait laporan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Pasuruan maka diperlukan sistem manajemen evaluasi dan pelaporan yang dikelola dengan memfaatkan perangkat lunak computer sebagai sarana mengatur dan menyimpan dokumen secara digital. Peningkatan tertib administrasi berbasis data digital mempunyai tujuan untuk mengumpulkan bahan evaluasi dan pelaporan agar lebih tertib, efisien dan tidak tumpang tindih sehingga data yang terekam benar-benar valit dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

c. Lokasi dilaksanakan inovasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

d. Stakeholder yang dilibatkan
· Internal

1. Kepala Bagian Keuangan Setwan

2. Kepala Bagian Umum Setwan

3. Kepala Bagian Rapat dan Peraturan Per-undang-undangan Setwan

4. Staf Setwan
· External

1. Inspektorat/Auditor

2. Badan Keuangan Daerah

3. Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Pasuruan
a. Anggaran Rp. -    sumber anggaran : -

Tidak dibutuhkan anggaran karena di dalam penerapan sistem manajemen evaluasi dan pelaporan ini murni menggunakan Sumber Daya Manuasia (skill/kemampuan) staf Sekretariat DPRD yang menguasai Teknologi Informasi.

b. Hasil yang diperoleh dari inovasi tersebut
· Output kunci jangka pendek

1. Terwujudnya data digital perjalanan dinas Sekretariat DPRD.

2. Terwujudnya blangko/digital berupa untuk mempermudah operator dalam entry data.

3. Terwujudnya laporan perjalan dinas yang tertib administrasi dan terintegrasi.

· Output kunci jangka menengah

1. Terwujudnya aplikasi untuk mendukung upaya meningkatkan tertib administrasi sebagai bahan evaluasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel.

· Output kunci jangka panjang 

1. Terselenggaranya tertib administrasi laporan perjalanan dinas berbasis data digital di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.
c. Penjelasan lainnya

Tujuan proyek perubahan yang akan dicapai terbagi 

menjadi 3 bagian:

2. Jangka Pendek

· Terwujudnya data laporan perjalanan dinas 

      berbasis data digital di Sekretariat DPRD 
      Kabupaten Pasuruan

· Terlaksananya penerapan program digitalisasi data 
      laporan perjalanan dinas berbasis data digital di 
      Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

· Terwujudnya laporan tertib administrasi laporan 
      perjalan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten 
      Pasuruan.
3. Jangka Menengah

· Terwujudnya aplikasi untuk mendukung upaya 
      peningkatan tertib administrasi sebagai bahan 
      evaluasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel.

· Terwujudnya laporan keuangan yang tertib tepat 
      waktu dan akuntabel.

4. Jangka Panjang

· Terbangunya sistem aplikasi laporan keuangan yang terintegrasi dalam upaya meningkatkan tertib administrasi keuangan.

· Terwujudnya capaian opini WTP Kabupaten Pasuruan.

· Terlaksananya replikasi aplikasi bagi instansi lainya
2. Inovasi yang akan dilakukan tahun 2018

a. Nama Inovasi

SANTRI DPRD (Sistem Fasilitasi Kehumasan yang Berintergrasi dengan Pemanfaatan Tehnologi Informasi)
b. Penjelasan

Sebagai upaya dalam memaksimalakan fungsi dan tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan  Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan  terutama berkaitan dengan pelayanan kepada anggota DPRD (fasilitasi kegiatan) dan masyarakat secara langsung sebagai obyek dari pelayanan public Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menemukan beberapa kendala terutama dalam hal efektifitas dan efisiensi waktu penyampaian informasi kegiatan sehingga seringkali  aspirasi dari masyarakat yang unjuk rasa tidak bisa tersampaikan secara langsung.

Berbagai harapan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang belum dapat terpenuhi dapat berakibat menurun atau bahkan hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kabupaten Pasuruan  sebagai lembaga yang menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat.  Untuk meminimalisir hal tersebut, diperlukan suatu sistem terpadu supaya pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan efektif, efisien, akurat dan tepat sasaran, salah satunya dengan  cara merumuskan sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan tehnologi informasi, yaitu  SANTRI DPRD (Sistem Fasilitasi Kehumasan yang Berintergrasi dengan Pemanfaatan Tehnologi Informasi).  Tehnologi informasi yang dimaksud yaitu:

1. Membuat group “ whatsApp massenger ” 
2. Pemanfaatan website resmi Sekretariat DPRD 

    Kabupaten Pasuruan yaitu 

    www.setwandprd.pasuruankab.go.id
Diharapkan dengan adanya inovasi  Sistem Fasilitasi Kehumasan yang Berintergrasi dengan Pemanfaatan Tehnologi Informasi (SANTRI DPRD), informasi kegiatan yang berkaitan dengan anggota DPRD dapat tersampaikan dan terkoordinasikan dengan cepat, tepat dan akurat.

c. Lokasi Dilaksanakan Inovasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

d. Stakeholder Yang Dilibatkan

1. Bupati Pasuruan sebagai Pembina
2. DPRD Kabupaten Pasuruan
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan
4. Masyarakata Kabupaten Pasuruan
5. Komunitas Wartawan
e. Anggaran 

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon.

Belanja jasa telepon Rp. 72.000.000

Sumber Anggaran: APBD

f. Hasil Yang Diperoleh Dari Inovasi Tersebut

Dengan adanya inovasi system fasilitasi kehumasan yang berintegrasi dengan pemanfaatan tehnologi informasi,  jalan panjang penyampaian informasi kepada  DPRD Kabupaten Pasuruan dan masyarakat kabupaten Pasuruan pada umumnya lebih efektif dan tepat sasaran karena telah tersampaikan secara langsung dan gamblang tanpa tertunda. Jika sebelumnya membutuhkan waktu yang lama karena melalui beberapa tahap dan person untuk menyampaikan  kegiatan-kegiatan  DPRD dan proses inseminasi informasi kegiatan  DPRD kepada masyarakat luas, sehingga seringkali output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut tidak sesuai yang diharapkan dan memuaskan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja  DPRD dalam menunaikan tugas dan fungsinya sebagai tangan panjang masyarakat dalam menyalurkan aspirasi masayarakat. Proses penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat dapat diterima langsung oleh  DPRD, sehingga dapat meminimalisir distorsi informasi yang mungkin timbul.
g. Penjelasan Lainnya

SANTRI DPRD ( Sistem Fasilitasi Kehumasan yang Berintergrasi dengan Pemanfaatan Tehnologi Informasi ) merupakan sistem yang sederhana, unik namun komprehensif dan aplikatif yang mampu menjawab  permasalahan  komunikasi dengan anggota DPRD,  mulai dari unsur pimpinan DPRD bersama dengan segenap anggota DPRD, Alat Kelengkapan DPRD dan seluruh jajaran Sekretariat DPRD. Saat ini mulai dari unsur pimpinan DPRD bersama dengan segenap anggota DPRD, Alat Kelengkapan DPRD dan seluruh jajaran Sekretariat DPRD sudah merasakan bahwa pemanfaatan tehnologi informasi ini sangat tepat digunakan dalam mempercepat  urusan pelayanan publik.  semua agenda dan kegiatan bisa langsung ditindaklanjuti dengan sangat cepat, aman dan tepat sasaran. 

Hal ini terbukti dari meningkatnya prosentase kehadiran anggota DPRD dalam semua agenda kegiatan DPRD Kabupaten pasuruan terutama yang berhubungan dengan penyampaian aspirasi masyarakat (demonstrasi, unjuk rasa, hearing, dll). Disamping itu inovasi ini tidak membutuhkan biaya yang besar namun memberikan dampak yang besar sehingga bisa dipastikan dapat diterapkan dan direplikasi dikabupaten/kota lain.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun sebagai Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 23 (dua puluh tiga) kegiatan, disimpulkan bahwa, 13 (tiga belas) kegiatan tercapai dengan interpretasi Sangat Baik, 7 (tujuh) kegiatan tercapai dengan interpretasi baik, 1 (satu) kegiatan tercapai dengan interpretasi cukup dan sedikit perbaikan, 2 (dua) kegiatan tercapai dengan interprestasi kurang, perlu banyak perbaikan.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dapat terlaksana lebih baik, diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memantapkan pelaksanaan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian termasuk di dalamnya pelaporan.

2. Mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi dapat terwujud.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, sebagai upaya pengembangan daya kreativitas dan kemampuan personil.

4. Mengupayakan penegakan dan peningkatan disiplin pegawai sebagai sarana peningkatan kinerja dan produktivitas kerja dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada legislatif. 

5. Dilakukan pengkajian yang mendalam atas kuantitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan, sehingga diharapkan indikator kinerja akan mencapai tepat sasaran di masa-masa mendatang.

Pasuruan,    Februari 2018
SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN PASURUAN

Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si

Pembina Utama Muda
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